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ersitas Jember

RINGKASAN

Minimnya jumiah pendapatan perkapita masyarakat Indonesia dan Juga
masth rendahnya tingkat kesejahteraan hidup rakyat berpengaruh besar terhadap
keadaaan dimana masyarakat tidak bisa memenuhi  kebutuhan hidupnya
dikarenakan minimnya pendapatan masyarakat vang bisa dipakm schagai alat
pembayaraan  terhadap  barang kebutuhannya,  Keadaan  inilah  vang
melatarbelakangi terjadinya sewa beli antara pihak penjual dan pembeli dalam
kehidupan masyarakat.

Adapun masalah pokok yang dibahas dalam skripsi vang berjudul”
Timjavan  Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian  Sewa Beli Kendaraan
Bermotor di UD. Bima Sakti Motor Trenggalek™ adalah tentang prosedur
perjanjian sewa beli kendaraan bermotor: hak dan _kewajiban para pihak vang
timbul sebaga akibat dari perjanjian sewa beli tersebut: dan upaya penyelesalan
Jika debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan
bermotor di UD. Bima Sakti Motor Trenggalek.

Penulisan sknipsi ini bertujuan memperoleh gambaran secara faktual
tentang prosedur perjanjian sewa beli kendaraan bermotor, Juga untuk mengetahui
dengan jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa beli
tersebut, serta untuk mengetahw cara dan upaya penyelesaian apabila pihak
debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjan sewa beli kendaraaan bermotor
di UD. Bima Sakti Motor Trenggalek.

Metode pendekatan yang digunakan untuk mcmpemlr:-h kebenaran dalam
penubisan sknpsi ini adalah metode pendekatan vuridis sosiologis dengan
melakukan penelitian langsung terhadap permasalahan yang terjadi di tempat
penelitian dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait untuk mendapatkan
keterangan yang selengkap-lengkapnya kemudian digabungkan dengan menelaah
peraturan peraturan perundang-undangan vang berlaku dan literatur vang bernisi
konsep secara teoritis yang berkaitan dengan permasalahan vang dibahas,
selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan metode deskriptf

X1
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kualitatif yaitu suatu cara untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu
permasalahan yang tidak didasarkan pada angka-angka statistk melainkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian diteruskan
dengan penankan kesimpulan yang menggunakan metode dedukiif yang
berangkat dan permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan vang
bersifat khusus.

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di UD. Bima Sakti
Motor Trenggalek pada tinya telah berjalan dengan baik dan lancar dan juga
sesual dengan peraturan perundang-undangan yang ada: hak dan kewajiban para
pihak telah diatur secara jelas dan tegas dimana penjual sewa berkewajiban untuk
menyerahkan barang setelah terjadinya kesepakatan dan juga menyverahkan Bukti
Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) apabila angsuran terakhir telah dibayar
lunas dan ia berhak menerima pembayaran atas harga barang. Sedangkan pihak
pembeli sewa berkewajiban untuk membenkan pembayaran atas harga barang dan
berhak untuk menerima barang dalam keadaan baik; upaya penvelesaian yang
ditempuh apabila debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian sewa beli
kendaraan bermotor di UD. Bima Sakti Motor Trenggalek adalah pertama dengan
mengutamakan penvelesaian melalui musyawarah atau secara kekeluargaaan dan
terpaksa menggunakan penyelesaian melalui pengadilan apabila penvelesaiaan
secara kekeluargaan tidak berhasil,

Adapun saran vang dapat penulis berikan adalah demi terlaksananya
perjanjian sewa beli dengan baik dan lancar serta untuk lebih menjamin kepastian
hukumnya maka pemerintah harus menerbitkan peraturan yang lebih spesifik dan

_lengkap mengenai masalah sewa beli; perlu adanya keseimbangan hak dan
kewajiban antar para pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan
dalam menghadapi debitur yang melakukan wanprestasi hendaknya sanksi vang
telah ditetapkan dilaksanakan dengan semestinya sehingga perjanjian yang dibuat
benar-benar dapat berlaku scbagai undang-undang bagi mereka vyang

membuatnya.

Xin
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| R B Ferwmia.
| Y
L. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sckarang ini bangsa kita berupaya untuk semakin mengealakkan
pembangunan di sepala bidang baik di bidang politik, ekonomi, sosial maupun
budaya. Semua ini bertujuan untuk mewujudkan cita-cita nasional vaitu untuk
mewnjudkan masyarakat vang adil dan makmur, merata baik material maupun
spintual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 di dalam wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan cita-cita nasional tersebut negara  memberikan
kebebasan bagi warganya untuk melakukan kegiatan usaha vang pada akhirnya
akan dapat memberikan hasil bagi warganegara asalkan tidak bertentangan dengan
hukum. Salah satu sektor yang banyak digelut oleh masvarakat adalah sektor
perdagangan

Hukum perjanjian dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang
menganut sistem terbuka dan azas kebebasan berkontrak, dimana setiap orang
diperkenankan untuk membuat perjanjian apa saja baik yang sudah diatur dalam
Undang-Undang maupun vang sama sekali belum diatur dalam Undang-Undang
seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa dan tukar menukar

Sistem terbuka dan kebebasan berkontrak yang ditetapkan negara kepada
warga negaranya dalam menjalankan kegiatan usaha sejalan dengan ketentuan
pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu
sebab adalah terlarang apabila dilzrang oleh Undang-undang, atau bertentangan
dengan kesusilaan atau ketertiban umum "+ Jadi apabila isi dan tujuan dan suatu
perjanjian bertentangan dengan kesusilaan dan atau ketertiban umum, maka
perjanjian itu tidak diperbolehkan. Hal ini otomatis berlaku pula untuk perjanjian
sewa beli.

Beberapa hal yang mengakibatkan timbulnya perjanjian sewa beli adalah
semakin kompetitifiya tingkat persaingan antar para pengusaha schingpa mereka
kesulitan untuk memasarkan hasil produksinya. Selain ity Juga diakibatkan oleh

|
|
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berkurangnya daya beli masyarakat, Gejala ini disadan betul oleh para pengusaha
schingga mereka berusaha untuk mencari jalan keluar untuk menjaga kontinuitas
pamasaran hasil produksinya, yang salah satu jalan keluarnya adalah dengan
perjanjian sewa beli.

Sebelum keluarnya Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi
No. 34/KP/11/80 yang menjadi acuan dalam melaksanakan perjanjian sewa beli
adalah yurisprodensi. Kenyataannya masih banyak dijumpai kesulitan-kesulitan
misalnya: apa yang digunakan sebagai obyek sewa beli, bagaimana pengakuan
nsikonya dan lain-lain. Semuanya ini belum ada ketentuan yang mengatur secara
lengkap sehingga muncul kesimpang siuran dan ketidakseragaman dalam
perjanjian sewa beli.

Yang dimaksud perjanjian sewa beli vaitu adalah apabila angsuran
terakhir belum dibayar lunas maka hak milik masih berada pada pihak penjual
sewa. Hal ini merupakan jaminan bagi penjual sewa untuk menghindari bahwa
sebelum harga barang dibayar lunas maka barang tersebut tidak dapat
dipindahtangankan oleh pihak pembeli sewa kepada pihak lain, Apabila terjadi hal
dimana pembeli sewa menjual barang tersebut, maka pembeli sewa dapat
dikenakan sanksi. Hal ini didasarkan pada pasal 372 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana yang berbunyi:

" barang siapa dengan sengaja memiliki dengan lawan hak sesuatu harang
yang sama sekah atau sebagainya termasuk kepunyaan orang lain dan
barang itu ada dalam tangannva bukan karena kejahatan dihukum karena
penggelapan, dengan hukuman pemjara selamanva 4 tahun atau denda
schanyak-banyak Rp. 900 ™.

Peralthan hak milik pada prinsipnya terjadi setelah anpsuran terakhir
dibayar lunas oleh pembel sewa. Jadi sejak angsuran terakhir dibayar lunas oleh
pihak pembeli sewa, maka sejak sat itu juga pihak tersebut sudah menjadi pemilik
barang yang dikuasainya, Bersamaan dengan pembayaran angsuran terakhir maka
semua surat-surat atas barang diserahkan pihak penjual kepada pihak pembeli
sews vang disertai dengan pembenan kwitansi sebagai bukti lunasnva seluruh

pembayaran.
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Jadi dengan melihat keadaan masyarakat sekarang ini yang semakin
berkembang dalam menjalankan transaksi perdagangan, semakin besarnya risiko
vang terjadi, rasa saling percaya dan itikad baik yang mulai luntur serta untuk
menjamin adanya kepastian hukum, maka pihak penjual dalam hal ini berupaya
untuk menpantisipasi supaya tidak menpalami kerugian dalam melakukan
transaksi perjanjian sewa beli maka dalam perjanjian sewa beli ada klausula yang
dirasa menguntungkan pihak penjual. Hal ini didasarkan pada adanya
kewaspadaan dan kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian, dengan maksud
agar kelancaran admimistrast dapat berjalan dengan baik dan untuk memperkecil
risiko.

Selain hal di atas dalam prakicknya juga sering dijumpai adanva
kejadian-kejadian yang merupakan kejanggalan dari perjanjian sewa beli, hal ini
menurut penulis dikarenakan belum adanya peraturan yang mengatur secara
lengkap dan menyeluruh sehingga mengakibatkan belum terjaminnya kepastian
hukum dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor.

Sehubungan dengan hal itu dalam penelitian kali ini, penulis ingin
mengangkat tema ini ke dalam skripsi vang berjudul : * Tinjauan Yuridis
Praktek Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor Di UD Bima Sakti Motor
Trenggalek ™.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mendasarkan dari latar belakang tersebut di atas. maka dapat
dirumuskan beberapa permasalahan karena perumusan masalah adalah salah satu
bagian yang penting dalam penelitian hukum. Masalah merupakan sesuatu yang
timbul karena adanya tantangan, kesanpsian, atau kebingunpan terhadap suatu hal,
adanya kemenduaan arti, adanya halangan, adanya celah antara kegiatan yang ada
dan akan ada (Nazir, 1997:33).
Permasalahan tersebut dituangkan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:
I. Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di

UD. Bima Sakti Motor Trenggalek ?
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2. Apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa beli
tersebut ?

3. Bagaimanakah upaya penyelesaian jika debitur melakukan wan prestasi dalam
perjanjian sewa beh kendaraan bermotor di UD. Bima Sakti Motor

Trenggalek?

1.3 Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan dibagi manjadi dua bagian, vaitu tujuan vang bersifat

umum dan tujuan vang bersifat khusus.

1.3.1 Tujuau Umum
Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:
1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana
Hukum di antara berbagai syarat yang lain di Fakultas Hukum Universitas
Jember.

Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang bagi masyarakat yang

[

memerlukan,

Lid

Untuk dapat menerapkan peraturan perundang-undangan yang ada terhadap

permasalahan vang berkembang di masyarakat,

1.3.2 Tujuan Khusus
Adapun tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini
adalah sebagai berikut:
| Untuk memperoleh gambaran atau informasi lebih mendalam mengenai
prosedur perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di UUD. Bima Sakti Motor

Trenggalek.

(B

Mengetahwi dengan jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam
perjanjian sewa beli di UD. Bima Sakti Motor Trenggalek.
3. Untuk mengetahui cara dari upaya penyelesaian jika debitur melakukan

wanprestasi dalam perjanjian sewa beli di UD. Bima Sakti Motor Trenggalek.
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a, Studi Literatur
Dalam penulisan skripsi ini penulis menpgunakan studi literatur atau
penehiian kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca karya-karya
para sarjana atau ahli-ahli yang tersebar dalam literatur, peraturan perundang-
undangan dan dokumen lainnya (Sunggono, 1997:15).

b, Studi Lapangan
Dalam pengumpulan data ini, penulis melakukan wawancara langsung
dengan:
- Kepala Personalia UD. Bima Sakti Motor Trenggalek:
- Kepala Bagian Penjualan UD. Bima sakti Motor Trenggalek.
Wawancara merupakan cara yang dipergunakan untuk memperoleh
keterangan secara lisan guna mencapai tujuan untuk mengumpulkan
keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka
( Ashshofa, 1998:95),

¢. Dokumentasi
Yaitu penulis membaca dan mempelajari dokumen-dokumen dan berkas-
berkas yang ada di tempat penelitian, schingga dengan data tersebut akan
dapat diperoleh informasi yang berhubungan dengan permasalahan vang
dibahas.

1.4.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif,
yaltu suatu cara untuk memperoleh gambaran singkat suatu permasalahan yang
tidak didasarkan angka-angka statistik meiainkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku (Soemitro, 1998:138) Data yang terkumpul
kemudian dianalisis dengan metode deduktif. Metode deduktif adalah metode
yang berangkat dan pengetahuan umum kemudian menilai suatu kejadian khusus
atau merupakan suatu metode pembahasan vang dimulai dari permasalahan yang

bersifat umum ke permasalahan yang bersifat khusus. (Ashshofa, 1998:15),
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II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAW’TEOI&I

Fakta

LD, Bima Sakti Motor terletak di jalan Soekarno-Hatta No.09 Trengoalek vang bergerak
dang jual beli maupun sewa beli kendaraan bermotor. UD. Bima Sakti Motor termasuk salah
usaha dagang kendaraan bermotor yang terbesar yanp ada di Trengealek, didirikan oleh
k Johan Hidayal pada tangeal 14 Maret 1982 dengan 1in usaha SIUP 124/12-
B/AII/1982 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 1982, Saat ini UD. Bima Sakti Motor
gealek menampung karvawan sebanvak 19 orang karvawan. Bagian unit ada 10 karyawan,
in servis 6 orang dan bagan gudang ada 3 karvawan.

Berkaitan dengan masalah perjanjian sewa beli UD, Bima Sakti Motor Trengpalek
tat telah melakukan 348 kali transaksi sewa beli kendaraan bermotor sejak tahun 1982
al dengan bulan Juli 2004, Dalam transaksi sewa beli tersebut 40% adalah pegawai negeri
. 30%pengusaha dan sisanya 30% adalah petani dan nelayan UD. Bima Sakti Motor
yani semua golongan lapisan masvarakat. Jadi siapapun dapat melakukan perjanjian sewa
kendaraan bermotor asalkan mereka sanggup memenuhi syarat-svarat vang telah ditentukan
UD. Bima Sakti Motor dan dapat memberikan jaminan yang bisa dipertanggungjawabkan.

Sedangkan apabila mengenai perjanjian jual beli kendaraan bermotor secara tunai hal im
~banyak menimbulkan masalah. Hal im dikarenakan ketika pembayaran sudah diserahkan
barang yang sudah diperjanjikan diserahkan, maka seketika itu pula hak milik barang itu
1kan kepada pihak pembeli

Pada dasarnya perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di UD. Bima Sakti Motor
ggalek dapat dikatakan telah berjalan dengan baik karena adanya kesadaran dari masing-
ng pihak untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun demikian bila semua itu dikaitkan
an sifat dan kelemahan manusia yang kadang berbuat semaunya sendiri dan tanpa
sindahkan peraturan atau perjanjian vang telah disepakati, sehingpa dalam pelaksanaannya
tidak terlepas dan permasalahan-permasalahan yang tenjadi.

Berikut im data mengenai nzmbeli sewa yang melakuk.:. - znprestasi dalam perjanjian

beli kendaraan bermotor di UL, 2ima Sakti Motor Trenggalek.
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Jumlah wanprestasi yang terjadi pada
UD. Bima Sakti Motor Trenggalek dari tahun 1982 sampai dengan Agustus 2004

Masabah | Jumlah | = Macam Wanprestasi Diselesaikan  Melaln
| | Keterlambatan | Tidak Membayar | Pembayaran Pengadilan | Musyawarah
| Pembayaran |  Angsuran | Angsuran Kurang )
 Bulanan | 384 | |3 [ g 1 27
Jumiah | 384 13 6 T By | Tem) | 27

Sumber Data: UD, Bima Sakti Motor

Dari data di atas dapat dilihat jumlah wanprestasi yang terjadi dan juga dapat diketahui
mengenai upaya penyelesaian apabila pembeli sewa melakukan wanprestasi maka penyelesaian
secara musvawarah yang paling dominan digunakan dibandingkan penyelesaian melalw
pengadilan yang hanva terjadi 1 kali. Mengenai penyelesaian melalui pengadilan, hal imi
ditempuh pihak UD. Bima Saku Motor karena pihak debitur dalam hal ini Pak Suwandi telah
menjual kendaraan yang dia beli melalui sistem sewa beli kepada Pak Abdullah padahal
angsurannya belum lunas. Kepada Pak Abdullah ia mengatakan bahwa angsuran kendaraan
tersebut telah lunas, sedangkan BPKBnya sedang digadaikan dan ia beranji akan segera
menebus BPKB tersebut. Setelah melalu beberapa proses akhirnya tercapai kesepakatan antara
kedua pihak untuk mengadakan jual beli kendaraan tersebul. Pada waktu pihak UD. Bima Sakti
Motor mau menagih angsuran ternyata Pak Suwandi mangkir dan tidak mau membayar angsuran
kendaraan tersebut dengan alasan ia telah menjual kendaraaan tersebut kepada Pak Abdullah.
Semula pthak UD. Bima Sakti Motor berusaha menvelesaikan masalah tersebut dengan jalan
damai, namun karena Pak Suwandi tetap bersikukuh tidak mau membavar angsuran maka pihak
UUD., Bima Sakti Motor akhimya melaporkan hal tersebut ke Kepolisian yang kemudian

diteruskan ke Pengadilan.

2.2 Dasar Hukum
Adapun dasar hukum yang dipakai sebagai pijakan bagi penulis dalam penvusunan
skripsi ini, yaitu
1. Pasal 1388 KUH Perdata yang menyatakan bahwa™ semua perjanjian yang dibuat secara sah
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”™
Dengar demikian pasal 1m1 mencerminkan tentang adanya azas kebebasan berkontrak,

sehingga memberikan peluang untuk timbulnya perjanjian-perjanjian jenis baru.
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terhadap seseorang alau beberapa orang lainnya. Suatu perjanjian akan menimbulakan

hubungan hukum vang disebut dengan penkatan (verbintenis).

Perjanjian mengandung unsur-unsur:

1. Unsur Zssentialia, yang merupakan syarat sahnya perjanjian,

2. Unsur Naturalia, vaitu unsur yang melekat dalam perjanjian,

3. Unsur Accidentalia, yaitu unsur yang harus secara tegas disebutkan dalam perjanjian
(misalnya : tempal penyelesaian sengketa).

Adapun asas-asas dalam perjanjian adalah:

1. Kebebasan berkontrak
Maksudnya adalah orang boleh membuat perjanjian apa saja walaupun belum atau
tidak diatur dalam undang-undang, fetapi jangan sampai bertentangan’ dengan
undang-undang.

Itikad baik

Pl

Asas itikad baik mengandung dua penilaian, yaitu:

a. Penilalan Subyektf, vaitu penilaian kejujuran seseorang dalam melakukan
suatu perbuatan hokum yang terletak pada setiap batin seseorang pada waktu
mengadakan perjanjian.

b. Penilatan Obyektif, yaitu bahwa pelaksanaan perjanjian harus didasarkan pada
norma kepatutan atau apa-apa yang dirasa patut dalam masyarakat
{Muhammad, 1992:98),

3. Konsensualisme
Maksudnya adalah bahwa perjanjian terjadi atau ada sejak tercapainya kata sepakat
antara para pihak (Muhammad, 1992:85).
4. Pacta Sun Servanda
Maksudnya adaalah bahwa perjanjian dibuat untuk disepakati atau ditaati para pihak
sebagal undang-undang.
Menurut ketentuan pasal 1320 KU Perdata, syarat sahnya perjanjian adalah:
a. Sepakat mereka yang mengikat
Hal ini dimaksudkan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus sepakat
mengenai hal-hal yang tertuang dalam pokok-pokok perjanjian.
b. Kecakapan untuk membuat perjanjian
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¢. Suatu hal tertentu

Adanya hal tertentu adalah menyangkut obyek perjanjian yang harus jelas dan telah

ditentukan karena merupakan pokok perjanjian dalam pemenuhan prestasi.
d. Suatu sebab yang halal

Maksudnya adalah perjanjian tersebut tidak bolech bertentangtan dengan kesusilaan.

ketertiban umum dan tidak dilarang oleh undang-undang.

Sewa beli yaitu jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan
mperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga
ang yang telah disepakati bersama dan diikat dalam suatu perjanjian. serta hak milik atas
ing tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas
1 pembeli kepada penjual.

Berbagal pendapat para sarjana dan para ahli mengenai pengertian perjanjian sewa beli,
pun pendapat tersebut penulis cantumkan beberapa diantaranya vaitu

Menurut Prof. R. Subekti, S.H (1992:4),

“Sewa beli yaitu merupakan campuran dari perjanjian jual beli dan sewa menyewa

karena pihak pembeli tidak mampu membayar harga sekaligus, maka diadakan perjanjian

dimana pembeli diperbolechkan mencicil harga barang itu dalam beberapa angsuran,
sedangkan hak milik baru berpindah kepada pembeli apabila angsuran penghabisan telah

terbayar lunas, apabila belum lunas barangnya disewa pembeli”,

Menurut Sri Gambir M H (1999:2),

“Persetujuan sewa beli vaitu persetujuan sewa menyewa barang dengan akibat bahwa
sipenerima barang tidak menjadi pemilik barang tersebut, melainkan sebagai pemakai
belaka Baru setelah angsuran dibayar lunas berjumlah sama dengan harga pembelian,

sipenyewa beralih menjadi pemilik barang yaitu barangnya menjadi miliknya”,

Menurut A. Qiram Syamsudin Meliaka, (1985:4), yang mengutip Surat keputusan
Menteri Perdagangan dan Koperasi No 34/KP/11/1980,
“Sewa beli adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang

dengan pelunasan atas harga ' arang yang telah disepakati bersama dan diikat dalam suatu



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

perjanjian, scria hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli
setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual™.

3.2 Subvek dan Obyek Perjanjian Sewa Beli
D dalam suatu perjanjian, sckurang kurangnya harus ada 2 pihak yvang menjadi subyek
an obyck dalam perjanjian. Sedangkan yang menjadi subyek dalam perjanjian sckurang-
urangnya harus ada dua pihak vaitu:
. Subyek yang berupa badan hukum (pengusaha)
Menurut pasal 3 Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No, 34/KP/11/1980,
dinyatakan bahwa yang dapat melakukan kegiatan usaha sewa beli, jual beli dengan angsuran
dan sewa adalah hanya perusahaan perdagangan nasional dan telah memiliki ijin usaha dari
menten atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
. Subyek yang berupa manusia (orang)
Suhyu!c sebagai pendukung hak dan kewajiban dibagi menjadi dua macam, yaitu pihak yang
berhak atas prestasi atau disebut kreditur dan pihak yang wajib memberikan prestasi yang
disebut debitur. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan kreditur adalah UD. Bima Sakii
Motor, sedangkan sebagai debitur adalah sipembeli kendaraan bermotor yang melakukan
perjanjian sewa beli dan membayar harga kendaraan yang dibeli dengan cara mengangsur
serta ditkat dengan perjanjian sewa beli.
Agar perbuatan vang dilakukan para pihak tersebut sah menurut hukum, maka menurut
1sal 1330 KUH Perdata harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- Orang yang mengadakan perjanjian itu harus sudah dewasa
- Sehat pikirannya
- Tidak berada dalam pengampuan
- Tidak dilarang oleh hukum atau tidak dibatasi dalam hak melakukan perbuatan
hukum yang sah.
Sedangkan yang menjadi obyek perjanjian sewa beli menurut Surat Keputusan Menterii
rdagangan dan Koperasi No. 34/KP/1980 pasal (2) menyebutkan bahwa yang dapat menjadii
yek dari perjanjian sewa dan jual beli dengan angsuran c42l~h meliputi semua barang niaga |

han lama yang baru dan tidak .nengalami perubahan teknis, baik bersal dari hasil produksi
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upun perakitan lainnya di dalam negeri, kecuali apabila produksi dalam negeri belum
mungkinkan untuk itu.
sal 1334 KUH Perdata menyatakan bahwa barang-barang vang baru akan ada dikemudian han
pat menjadi pokok snatu persetujuan. Akan tetapi pada umumnya benda bergerak dapat
njadi obyek perjanjian.

.3 Risiko dalam Perjanjian Sewa Beli

Kata nisiko berarti kewajiban untuk memikul kerugian vang discbabkan oleh suatu
adian (peristiwa) di luar kesalahan salah satu pihak.

Malam perjanjian sewa beli peralihan risiko pada umumnya dituangkan kedalam klausula
janjian dimana risiko sudah beralih sejak saat penandatanganan perjanjian sewa beli. Akan
api peraliban risiko tersebut dapat menimbulkan masalah karena pada pembayaran pertama
rang Sudah beralih namun hak pemilikan selama angsuran belum lunas masih berada di
gan penjual.

Oleh karena itu kita perlu memperhatikan beberapa pasal yang mengatur mengenai risiko
tu:

Pasal 1460 KUH Perdata (risiko dalam jual beli) menyatakan:

“jika barang yang sudah dijual itu berupa yang sudah ditentukan, maka barang ini sejak

saat pembelian adalah tanggungan sipembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan

dan sipenjual berhak menuntut harganya™.

Pasal 1553 KUH Perdata (risiko dan sewa menyewa) menyatakan:
“jika selama waktu sewa, barang vang disewakan sama sekalimusnah karena suatu
kejadian vang tak disengaja, maka persetujuan gugur demi hukum™.

Pasal 1545 KUH Perdata (risiko dalam tukar menukar) menyatakan:

“jika suatu barang tertentu yang telah dijanjikan untuk ditukar musnah di juar salah
pemiliknya, maka persetujuan dianggap sebagai gugur, dan siapa dari pihaknya telah
memenui persetujuan dapat menuntut kembali barang vang telah ia berikan dalam tukar

menukar”.
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4 Pengertian Wanprestasi dalam Perjanjian

Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seseorang atau salah satu pihak telah lalai
ik memenuhi kewajiban yang telah disepakati bersama atau yang telah ditentukan oleh
lang-Undang maupun perikatan yang timbul karena perjanjian (Muhamad. 1990:20),

Untuk menentukan apakah debitur melakukan wanprestasi, maka perlu ditentukan dalam

keadaan bagaimana seorang debitur itu dinyatakan sengaja atau lalai tidaknya memenuhi

prestasi. Keadaan tersebut antara lain:

- Debitur tidak memenuhi prestasi sama sckali, vaitu debitur tidak memenuhi
kewajiban yang telah disanggupi untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian;

- Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau kelira. Maksudnya adalah
melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan tetapi tidak baik atau keliru dari
perjanjian yang diperjanjikan tersebut;

- Debitur memenuhi prestasi fetapi tidak tepat pada waktunya. Maksudnya adalah
debitur melaksanakan atau memenuhi prestasi tetapi terlambat dari waktu yang telah
disepakati dalam perjanjian;

- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakan
(Muhamad, 1992:20).

Akibat hukum apabila debitur melakukan wanprestasi:

- membayar kerugian yang diderita oleh kreditur

- pembatalan perjanjian

- peralihan nisiko
membayar perkara kalau sampai diperkarakan di pengadilan

Terhadap debitur yang meiakukan wanprestasi, kreditur dapat memilih bentuk tuntutan

a lain sebagai benkut:

- pemenuhan perjanjian

- pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi

- pemenuhan ganti rugi saja

- pembatalan perjanjian

- pembatalan perjanjian yarnz 4i==rtai dengan ganti rugi

an do nikian apabila debitur melakukan wanprestasi maka pihak kreditur berhak melakukan
tan kapada pihak debitur.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Sebagai akhir dari penulisan ini, maka penulis akan menyampaikan

beberapa kesimpulan dari bab-bab terdahulu yang telah diuraikan di muka, yaitu:

I

Pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di UD. Bima Sakti

Motor berjalan dengan lancar dan prosedur yang dipunakan dalam

pelaksanaan perjanjian sewa beli tersebut sesuai dengan Surat Keputusan

Menten Perdaganpan dan Koperasi No.34/KP/11/1980, yurisprodensi dan

tidak bertentangan dengan pasal 1337 dan 1338 KUH Perdata. Pelaksanaan

perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di UD. Bima Sakti Motor

Trenggalek adalah sebagai berikut:

Terlebith dahulu terjadi kesepakatan antara pihak penjual sewa dengan
pihak pembeli sewa.

Setelah terjadi kesepakatan, maka perjanjian sewa beli yang dibuat secara
tertulis oleh pihak penjual sewa dibacakan dihadapan pembeli sewa dan
kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bukti telah
terjadi kesepakatan antara para pihak.

Setelah terjadi perjanjian sewa beli, maka pihak penjual sewa
mensyaratkan kelengkapan administrasi kepada pihak penjual sewa.
Apabila syarat-syarat sudah lengkap pembeli sewa melakukan pembayaran
uang muka,

Kemudian dilakukan penyerahan kendaraan bermotor yang menjadi obyek
perjanjian sewa beli tersebut dan pihak penjual sewa kepada pihak
pembeli sewa.

Selanjutnya pthak pembeli sewa diwajibkan membayar angsuran tiap
bulan kepada pihak pembeli sewa seperti vang telah ditetapkan dalam

per,2niien sewa beli.

31
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Sedangkan mengenai hak milik atas suatu barang salama berlangsungnya

perjanjian tetap pada penjual sewa, walaupun telah diserahkan kepada

penguasanya yaitu pembeli sewa dimana penyerahannya bersifat nyata hanva

sebapai pemindahan barang dan belum merupakan penyerahan secara hukum. Hak

milik atas barang baru beralih kepada pembeli sewa setelah dipenuhinyva semua

syarat dari perjanjian, terutama pelunasan harga pembavaran. Jadi dalam hal ini

pengalihan hak milik baru terjadi setalah dilunasinya angsuran terakhir.

2,

LS}

Perjanjian sewa beli termasuk perjanjian obligatoir, yaitu suatu perjanjian vang
mengharuskan atau mewajibkan seseorang membayar atau menyerahkan
sesuatu. Jadi merupakan perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban
antara para pihak, Pihak penjual sewa berkewajiban menyerahkan barang
sefelah tenjadi kesepakatan antara para pihak dan juga menyerahkan Buku
Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) apabila angsuran terakhir sudah
dibayar lunas dan berhak menerima pembavaran atas harga barang.

Sedangkan pihak pembeli sewa berkewajiban memberikan pembayaran atas

harga barang dan berhak untuk menerima barang dalam keadaan baik.

. Debitur yang tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan dalam

perjanjian sewa beli dianggap melakukan wanprestasi. Bentuk wanprestasi
tersebut antara lain:

- Tidak membayar angsuran tepat pada waktunya

- Membayar angsuran kurang dari vang seharusnya

- Tidak membayar angsuran sama sekali

Dalam hal debitur yang melakukan wanprestasi, maka penyelesaian yang

diambil oleh pihak UD Bima Sakti Motor adalah melalui:

a. Penyelesaian melalui musyawarah atau secara kekeluargaan.
b. Penyelesaian melalui pengadilan.

Cara im1 ditempuh apabila penyelesaian secara kekeluargaan tidak berhasil.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

33

4.2 Saran

Ada beberapa saran yang dapat penulis kemukakan setelah menguraikan

bab-bab terdahulu. Semoga saran-saran ini dapat berguna untuk membantu

menyelssaikan kendala-kendala yang ada. Saran-saran tersebut antara lain:

L

L2

Karena dalam masyarakat perjanjian sewa beli ini berkembang dengan sangat
pesat dan kurang adanya peraturan yang mengatur hal ini secara kuat untuk
dijadikan dasar scbagai landasan dalam perjanjian sewa beli, penulis
menyarankan agar pemerintah membuat suatu aturan yang lengkap dan dapat
menjamin adanya kepastian dari para pihak. Hal ini bertujuan untuk
mendorong perkembangan dunia usaha pada umumnya dan perekonomian
pada khususnya.

Agar perjanjian sewa beli dapat saling menguntungkan para pihak, maka perlu
diupayakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dari masing-
masing pihak, sehingga tidak ada pihak vang merasa dirugikan.

Dalam menghadapi debitur yang melakukan wanprestasi, hendaknya sanksi
yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya schinpga
perjanjian yang dibuat benar-banar dapat berlaku sebagai undang-undang bagi

mereka yang membuatnya,
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PERJANJIAN SEWA BELI

Nomor ;
Pada hari ini, y Tanggal
Yang bertanda tangzn dibawah ini:
L. » SWasta, bertempat tingpal di

dalam hal ini
bertindak berdasarkan Surat Kuasa dibawah PEREAN TIOMOT vieererrrres

T » sebagai kuasa dari dan selaku demikinn untuk dan atas nama;
........................................ » Swvast, bertempat HAgEal & e, yang dalam hal
ini diwakilinya dalam jabatan selaku oot , dari dan selaku demikian sah mewakili
untuk dan atas nama v beckedudukan di

selanjutnya bersama-sama dengan penerima dan pengganti ftaknya di sebut "PIHAK PERTAMA",

7.4 ' v swasta, selaku Pimpinan/diri sendiri dan dengan demildan bertindak untuk dan
BLAS-TUATTIR, s et T, = I benteinpattingeal di... Bt e e
7t s (e rrers aRbimn s e o 6 S R o

selanjutnya bersama-sama dengan penerima dan pengganti haknya disehut "PIHAK KEDUA"

Kedun belah pihak masing-masing bertindak dalam kedudiihan seperti tersebul datas, dengan ini menecrangkan
terlebih dahuly;

Bahwa Pihak Pertama telah menyewabelikan dan menyerahkan kepada Pihak Kedua, yang dengan inj
menerangkan telah menerima sewa beli dan menerima penyerahan dari Pihak Pertama sebagai berkut:

KENDARAAN N J UNIT
TYPE : WARNA ¢
NOMOR RANGKA

NOMOR MESIN

TAHUN PEMBUATAN

(Selanjutnya disehut "Hendarann®)

Selonjutnys kedun belah pllak bersepakal bulwa sewn beli kendaraan tersebut diztas dilzkikan dengan
harga;

Rp. ( )
dari harga sewa belf tersehut diatas, telah dibayar sebagian cleh Pihak Kedua kepada Pinak Pertama dan
Pihak Pertama telzh menerima dart Pihak Kedua, schesar

Rp. ( )
sebagai uang muka, sebelum penandatanganan perjanjian ini, sehingga untuk penerimaan jumlah vang
tersebut Surat Perjanjian Sewa Beli inj berlaku pula sebagai tandalerimanya (kwitansinya), s&3angkan
sisanya schesar ; e

Rp. ( )
akan dibayar Pihak Kedua kepadu Pihak Pertama dengan angsuran bulanan yang sama besarmya masing-
masing sebesar

Ryp. { H
dalamjangka waktu ..o bbbt na il s Y bulan berturut-turut, uatak penama kalinya tear-
i AL T » dan selanjutnya pembayaran angsuran dilakukan
SEUAPIAOZEN] ..o «rees Pida bulen yang bersangkutan, schingga dengan demikian harus

lunas seluuhinya selnmbat-lnmbatnya pada tanggal

Sehubungan dengan lial-hal tersebut diftns, minka kedua belal pihak telah sepakat untuk melaksanakan
sewa beli tersebul dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebapai berikur -
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Setiap pembayasan angsuran sewa beli harus dilaksanakan oleh Pihak Kedua di Kantor pihak Pertarna ata
ditempat yang ditentukan Pihak Pertama dan tepat pada waktunya sesuai dengan Perincian Angsuran nomor
........................................... rerrasasssssensanennsisssssenens SEBAL ity GO0 ditandatangan
oleh kedua belah pihak, perincian angsuran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjiar
ini,

Apabila Pihak Kedua terlambat membayar uang angsuran tersebut kepada Pihak Pertama, maka Piliak Kedus
dinyatakan lalai, kelalaizn mana cuku p terbukti dengan lewatnya waktu/terjadinya paristivwa it saja, sehinggs
tidak diperlukan lagi pembuktizn dengan surat Juru Sita atau surat-surat lain yang bersifat demikian, atas
kelalaian mana, maka dengan ini Pihak Kedua berjanji dan oleh karena ity mengikat dir] akan membayar
denda yang dapat ditagih dengan sekelika dan sekaligus sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah) untuk: setiap
hari keterlambatan,

PASAL 2

Sepgala resiko atns kentlarann yang telah disewabeliku tersebut mulaj tanggal/hari ini menjadi beban/
langgungan Pihak Kedua.

Jika apa yang disewa belikan tersebut, seluruhnya atay sebagian, karena sebab apapun musnah, rusak, atay
tidak dapat dipakai lagi, maka Pihak Kedun diwajibkan membayar ganti kerugian kepada Pihak Pertama
sebesar seluruh sisa vang harga sewa beli vang belum dibayar dengan seketika dan sekaligus lunas atas surat
permintaan pertama dari Pihak Pertama tanpa kompensasi berupa apapun juga.

PASAL 3

Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua, bahwa Pihak Pertamz mempunyai hak sepenuhnya untuk
menyewabelikan kendaraan tersebut, tidak dalam keadazn dijaminkan dan bebas dari sitaan dan bahwa
kendaraan tersebut belum dijual kepada pihak lain dan karenanya Pihak Pertama dengan ini membebaskan
Pihak Kedua dari gogatanfiuntutan mengenal hal ini,

PASAL 4

Selama dan setiap uang angsuran sewa bali tersehut belum dibayar lunas seluruhinya oleh Pihak Kedua
kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua tidak diperkenankan menjual, mengaiihkan sewa beli, menyewakan
kembali, memindahtangankan atau menggadaikan kendaraan tersebut kepada orang/pihak lain manapin
Juga. Apzbila Pihak Kedua, menyalihkan sewa beli, menyewakan kembali, menjual, memindah tangankan
atau mengeadaikan kendaraan tersebut kepada orang/pihak lain, maka tanpa diperlukan surat teguran/surat
Juru Sita stau surat lain yang bersifat demikian, dengan tecjadinya peristiwa ity telah membuktikan kelalajan
Pihak Kedua, maka Pihak Pertama berhak meminta seluruh harga sewa beli ini dilunasi secirs seketika dan
sekaligus lunas kepada Pihak Pertama satu dan lain tanpa mengurangi hak Pihak Pertama unuk mengakhid
perjanjian ini secara seketika bila disnggapiorii-dan schubungan dengan hal tersebut Pihak Pertama berhak
menarik kembali kendaraan tersebut darj Pihak Kedua atau pihak laip manapun tanpa ganti rugh atay

kompensasi Lorupa apapun dan segala vang yang telah dibayar oleh Pihek Kedua kepada Pihak Pertama
letnp menjadi hak Pilink Pertaman sebagni pembayaran ganti keruginn,

2 pasal 5........J/hal3
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b. Pihak Pertama berhak Memeriksa adanya dan keadaan tersebut setiap sant dengan kewajiban unty
memberitahukan teglepil dahulu mengenaj maksud tersebut kepada Pihak Kedua dap Pihak Kedia wajit
Mmenerangkan dap menunjukkan tempat dimana kendaraag tersebut disimpan dan berada dengan sebenar
benarnya kepada Pihax Pertama, selama Pilink Kedua belum melunasi seluruh vang angsuran sawa belj
terzebut,

Apabila kendarann lersebut tidak ada anay Pihak Keduatidak dapat menunjukkan adanya kendaraan tersebur
kepada Pihpk Pertama, maka Pihag Keduatelah malakukun cidera janjj (wan Prestasi) atag perjanjian inj dan
karenanya Pihnk Kedua wajib melunnsi selurubt harga sewa el dimaksud dalam Pecjanjinnini seonra seketika
dan sekaligus lunas,

PASAL 6

Biaya untuk Pembuatan termasuk me mperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pajak- pajak dap
lain-lain yang berhubungan dengan kendarann fersebut, apabiln sudah waktinya di tanggung sepenuhnya
oleh Pihnk Kedya,

PASAL 7

Perjanjian Ini batag dengan sendirinya, tanpa diperlukan Keputusan Pengaditaq, apabila;

8. Pembayaran UANE angsuran sewa bel; tersebut tidak dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama
selamin 2 (dua) kali angsurnn,

- Harta benda Pihak Kedyq baik sebagian fmaupun selurubnya disita/dibes]ag,

- Pihak kedua tidaj melakukan kcwajibm~k¢wajihan berdasarkan Perjanjian inj scbagaimang mestinya,

d. Pihak Kedua jatuh pailit, meminta penundagn pembayaran (surceance vanbetaling), atau dirarun dibawah
PEngampunan (ander curatele gesteleld),

e. Pihnk Keduy meningoal duniy (kecunli para ghyj warisnyn bersedin don SUngeup melanjutkan perjanjian
ini) .

LEIS =

Dalam hal tegjadi-salah satu dar; fal-hal tersebyt diatas, yang cukup dibuktikan danpan lewatnya wakty saia
atau terjadinya peristiwa itu gaja, sthingea tidak diperfukan lagi surat t:guran.fpcringata.n. surat dar Jupy
Sita atay surat lain'yang setupa dengan fry atay adanya Keputusan Hakim (eriebin dahulu, hal tersabyt fel
membuktikan kelalajan Pihak Kedua, = ,

Dalarn hal terjadi demikian, maka Perjanjian inj batal demi liukum, untuk itu Pilak Kedua wajib S2zera
Menyerahkan kendaragn tersebut dalam keadaan baik dan terpelinara kepada Pilak Pertama dalam fangks
waktu 7 (tujuh) har setzlah diminta Pihal Pertama dan uneyi maksud tersebut Pihak Pertama dengan inj diberi
kuasa oleh Pihak Kedua yang tidak dapat dicahut kembali, untuk mengambil (inbezir hemen)kendzrazp
tersebut dard Pihak Kedua aay pihak lain Yangmenguasai kendaraan tersebut, jika diperlukan dengan bantyan
alat negarg, sedangkan vang muka sertg VANE angsuran sewa beli yang telzh dibayar gl Fihak Kedya
kepada Pihak Pertama t2tap menjadi hak dan milij; Pihak Pertama, tanipa Pihak Kedua berhal untuk memintanya
kembali, karena dianggap sebagai pengganti kerugian selama kendaraan tersebys dipakai/digunakan oleh
Pihak Kedua, sam dan lain lanpa mengurangi hak Pihak Pertama untyk meminta secara seketika dibayar
seluruhnya harga sewa beli ini apabila termyata kendaraan tersebuy tidak ada, rusak, aray tidak dapat dipakai

3 108i v Ml 4
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Iagi, schubungan dengan hal tersebut maka Pihak Keduadengan ini membebaskan Pihak Pertama dan segal
tuntutan/gugatan dari Pihak Kedua atau dari pihak lain manapun juga. _

Kedua belah pilak dengan ini secara tegas melepaskan kelenatuan-ketentuan yang diatis dalain pasal 1266 dan pasz
1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

PASAL §

Pihak Kedua dapat sewakto-wakiu melunasi pembayaran uang angsuran sewa beli untuk bulan-bula
berikutnyn, sehingea Junas seluruhnya.

Untuk itu Pihak Pertama dapat memberikan keringanan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlak
di perusahaan Pihak Pertuma,

PASAL 9

Kuasa-kuasa yang diberikan Pihak Kedus kepada Pihak Pertama berdasarkan perjanjian ini merspaka:
xuasa tetap yang tidak dapat dicabut kembali dan tidak berakhir karena sebab-sebab yang ditetapkan olet
undang-undang ataw meaurut hukum berakhirnya suatu kuasa khususnya pasal 1813 Kitab Undang-Undan;
Hukum Perdata, karena kuasa tersebut merupakar bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari perjanjiar
ini, yang tidak dibuat jika tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut,

PASAL 10

Yang dimalisud kelalaian menurut perjanjian ini adalah cukup terbukti dengan terjadinya peristiwa
lewatnya waktu saja, sehingga tidak perlu dibuktikan dengan surat Juru Sita atau surat lain yang bers.
demikian, sdanya Keputusan Hakim terlebin dahuly, §

PASAL 11

Untuk seniwa urusan mengenai perjanjian ini dengan akibatnya kedua belih pifink memilih tempat tinggal/
domisill umum dan letap di Kantor Paniteran Pengadilan Negeri

Selanjulnya turut menundn bRABANE perjanjian ini ;..o T R VORI o iy YROE
dengan ini menyatakan bahwa untk kepastian jaminan guna pembayaran lunas dari sepala sesuaty yang
terhutang dan wajib dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, berdasarkan perjanjian ini berikut
dengan segala perubahan dan penambahannya, maka.................. R e R e e tersebut
dengan ini berjanji dan oleh karena itu mengikat diri secara pribadi sebagai penjamin pribadi (borgtocht)
dari Pihak Kedua, akan membayar apa yang wajib dan harus dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertams
ilas segala sesuatu yang tethutang dan wajib dibayar oleh Pihak Kedua kepuda Pihak Pertama,

Untuk keperluan tersebut, ... e e dengan ini melepaskan hak-hak yang oleh

undang-undang diberikan kepada penjamin, tenutama hal:

8. Hak untuk meminta dilunasi terlebih dahuly.

b. Hak tuntuk meminta Supaya kekayaan yang techutang disita dan dijual terlebih dahuly, serta hak unruk
menyuruh memecah hutang,

¢. Semua hak-hak istimewa serta tangkisan-tangkisan dimaksud terutama pasal-pasal 1430, 1841, 1843,
1847, 1848 dan 1849 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indanssia

Selanjutnya Pihak Pertama dengan ini menyatakan menerima penjamin (borgtocht) terssbut di atzs.

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

( 1 { )
YANG BERTINDAK SERBAGAL PENJAMIN/BORGTO JHT
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